
		Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
		P-ISSN 2355-6439, E-ISSN 2656-8292
			Volume 9 Nomor 2, Juli 2023
Halaman 130-135
 
Penegakan Disiplin Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan
Mustari1, Herman2, Nurul Rahma Amanda3
1,2,3Fakutas Ilmu Sosial dan Hukum Universutas Negeri Makassar
1mustari@unm.ac.id, 2herman7403@gmail.com, 
3Nurulrahmaamanda1@gmail.com
	Submit: 2023-05-28
	Direvisi: 2023-08-16
	Diterima: 2023-08-19

	Kutip Artikel ini:
	Mustari, Herman, Nurul Rahma Amanda (2023). Penegakan Disiplin Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9(2), 130-135


Abstract: 
This study aims to: (1) find out whether disciplinary enforcement in Makassar Class 1 Prison has been running well and optimally. (2) find out what are the supporting and inhibiting factors for discipline for inmates in Makassar Class 1 Lapas. The type of this research is qualitative research with a descriptive approach. This research method is a type of qualitative research with data sources obtained from correctional institutions and informants consisting of officers and residents of Makassar Class 1 prison. Data collection procedures used are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: 1) Discipline enforcement for inmates implemented in Makassar Class 1 Prison has been implemented in accordance with each point of the Rules of Procedure of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 29 2017 concerning Rules of Correctional Institutions and State Detention Centers. 2) Supporting factors for disciplinary enforcement for inmates at Class 1 Makassar Lapas. 1) policies that are already very firm, 2) Implementation of regulations that are strict. 3) awareness of the Makassar Class 1 prison inmates about the importance of discipline. Whereas the inhibiting factors of disciplinary enforcement for inmates at Class 1 Makassar Lapas, 1) over capacity, 2) lack of LAPAS staff, 3) lack of self-awareness of visitors at Class 1 Lapas Makassar
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Abstrak: 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah penegakan disiplin di Lapas Kelas 1 Makassar telah berjalan dengan baik dan optimal. (2) mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat disiplin bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari Lembaga pemasyarakatan dan informan yang terdiri dari Petugas dan Warga Binaan Lapas Kelas 1 Makassar. Prosedur Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penegakan disiplin bagi warga binaan yang diterapkan di Lapas Kelas 1 Makassar telah diterapkan sesuai dengan setiap butir aturan Tata Tertib dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 2) Faktor pendukung dari penegakan kedisiplinan bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar. 1) kebijakan yang sudah sangat tegas, 2) Pelaksanaan Tata tertib ydengan tegas. 3) kesadaran warga binaan Lapas Kelas 1 Makassar tentang pentingnya kedisiplinan. Sedangkang faktor penghambat dari penegakan kedisiplinan bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar, 1) over kapasitas, 2) kekurangan personil petugas LAPAS, 3) kurangnya kesadaran diri para pengunjung di Lapas Kelas 1 Makassar
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PENDAHULUAN
Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar Negara), yang mengarah pada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Dalam hukum, pidana penjara sesungguhnya adalah suatu jenis pidana perampasan kemerdekaan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, jenis pidana ini tergolong ke dalam pidana pokok.
Sebelum perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” bagian penjelas menjelaskan bahwa Sistem Pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam untuk itu sistem pemenjaraan dianggap tidak sejalan dengan konsep Rehabilitas. Maka pada tanggal 17 Juni 1964, pelaksanaan “Pidana Penjara” diubah menjadi “Sistem Pemasyarakatan”. Sistem pemasyarakatan diharapkan dapat membentuk warga binaan yang berkualitas serta tidak lagi mengulangi tindakan kriminal, agar kelak ketika masa tahanan mereka telah selesai para warga binaan dapat hidup dengan baik dan dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.
Untuk memenuhi tujuan dari sistem pemasyarakatan, diperlukan adanya penega-kan kedisiplinan bagi warga binaan. Kedisiplinan merupakan tindakan taat serta patuh terhadap aturan yang menjadi sebuah tanggung jawab, kedisiplinan bagi para warga binaan sangat dibutuhkan sebagai upaya sadar agar para warga binaan men-jalankan serta memahami pola hidup yang baik dan terarah untuk melatih sekaligus membentuk diri mereka menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan.
Pada hakikatnya meskipun warga binaan telah melakukan tindakan yang tidak baik dan telah dicabut kemerdekaannya, para warga binaan masih tetap harus diperlakukan dengan baik dan sama dengan manusia pada umumnya di lembaga pemasyarakatan.
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Angka (3), yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Sebagai Negara Hukum tentu saja segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, seperti halnya tentang Hak Asasi Manusia, Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D dan I, yang menegaskan tentang setiap manusia memiliki hak-hak yang harus dilindungi tanpa adanya diskriminatif.
Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menya-dari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masya-rakat, dapat aktif berperan dalam pem-bangunan, dan dapat hidup secara wajar warga yang baik dan bertanggung jawab.
Selanjutnya dalam mendukung tujuan dari Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan aturan-aturan yang harus diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pema-syarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, untuk dijadikan landasan aturan kedisiplinan di lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan negara.
 PAGE 2

Selain mengatur tentang tata tertib di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengeluarkan aturan- aturan yang membahas tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Pegawai atau petugas pemasyarakatan dalam hal sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di lembaga pema-
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syarakatan, tentu saja perlu memiliki kode etik yang baik agar terciptanya perilaku yang baik dan selaras antara Pembina dalam hal ini petugas pemasyarakatan dan yang dibina yaitu warga binaan agar dapat menjadi contoh teladan bagi warga binaan. Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia terdapat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.
Peraturan tentang Tata Tertib di Lapas dan Rutan pada dasarnya telah disusun dengan pertimbangan yang jelas untuk terciptanya aturan yang sesuai dengan harapan. Akan tetapi meskipun pemerintah telah menetapkan aturan tata tertib dengan baik, namun tidak dapat menuntut kemungkinan peraturan-peraturan yang telah disusun tersebut malah dilanggar oleh para warga binaan, dengan berbagai alasan dan faktor-faktor tertentu baik itu akibat Faktor Internal maupun Faktor Eksternal. Beberapa contoh kasus secara umum yang sering terjadi lapas, seperti adanya pembakaran lapas yang pelakunya tidak lain adalah warga binaan, kaburnya warga binaan dari lapas, warga binaan membawa barang-barang terlarang di lingkungan lapas, terjadinya suap menyuap antara petugas pemasyarakatan dengan warga binaan atau keluarga warga binaan, adanya sel palsu, dan masih banyak kasus-kasus lainnya.
Seperti halnya di Lapas Kelas 1 Makassar, saat Satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Lapas Kelas 1 Makassar, pada Jum’at malam (1/2/2018). Berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Ada ratusan barang simpanan penghuni Lapas yang disita oleh Tim Sidak. Barang yang disita berupa korek gas, barang-barang berupa logam, hingga alat komunikasi turut disita. Bahkan alat kontrasepsi juga ditemukan di kamar salah satu warga binaan. Berselang beberapa bulan kemudian, Tim Sidak kembali menemukan sejumlah uang, dan barang elektronik serta kompor gas dari beberapa kamar para warga binaan dalam kasus korupsi.
Dari kenyataan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa penerapan dan penegakan kedisiplinan di lembaga pemasya-rakatan khususnya di Lapas Kelas 1 Makassar belum berjalan dengan baik dan optimal.
METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan alasan pendekatan tersebut lebih mudah dan tepat digunakan dengan masalah yang ingin diteliti. Pendekatan kualitatif diperlukan dalam penelitian ini sebagai cara pengumpulan data secara alamiah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang dimaksud peneli-tian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis keadaan sosial, fenomena serta kejadian secara alamiah.
Tempat yang menjadi lokasi peneli-tian adalah Lapas Kelas 1 Makassar, Jl. Sultan Alauddin, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Alasan penelitian ditujukan dilokasi tersebut adalah karena penulis tertarik untuk menelisik lebih jauh seperti apa penegakan disiplin yang diterapkan petugas pemasyarakatan bagi warga binaan yang melanggar aturan tata tertib di Lapas Kelas 1 Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Wawancara dan dokumentasi. Dengan alat bantu berupa alat perekan, (handphone) kamera dan alat tulis. Lalu pengecekan keabsahan data menggunakan triagulasi sumber.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Disiplin Bagi Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Makassar 
Penegakan disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan upaya sadar untuk menegakkan aturan-aturan tata tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas 1 Makassar. Tujuan dari adanya penegakan disiplin melalui terselenggaranya tata tertib adalah 
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untuk membentuk warga binaan yang taat akan aturan-aturan, selain itu penegakan disiplin juga menjadi bentuk pembinaan pada warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan penegakan disiplin bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar dari hasil penelitian dan hasil observasi serta wawancara kepada petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan membuktikan bahwa penegakan disiplin bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar telah berjalan dengan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hal tersebut didukung dari hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan dan beberapa petugas pemasyarakatan yang memiliki argumen yang sama bahwa Lapas Kelas 1 Makassar telah menerapkan aturan kedisiplinan bagi warga binaan dengan sangat baik dan tegas sesuai dengan peraturan-peraturan kedisip-linan yang berlaku. 
Selain dari hasil wawancara, selama melakukan penelitian dengan metode observasi peneliti juga melihat bahwa sama dengan apa yang dikatakan oleh responden dalam sesi wawancara bahwa memang Penegakan disiplin bagi warga binaan berjalan dengan baik dan optimal. Pihak Lapas Kelas 1 Makassar juga berperan penting dalam penegakan disiplin bagi warga binaan seperti dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh warga binaan tentang pen-tingnya menaati aturan kedisiplinan warga binaan pemasyarakatan untuk meng-ingatkan selalu warga binaan pemasyarakatan pen-tingnya menaati peraturan-peraturan kedisip-linan, bentuk sosialisasi yang diberi-kan mulai dari proses registrasi warga binaan pemasyarakatan saat awal mereka masuk hingga sosialisasi yang dilakukan setiap seminggu sekali. 
Selain melakukan sosialisasi dalam hal mendukung meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang berdisiplin pihak Lapas Kelas 1 Makassar juga sangat tegas dalam menegakkan setiap butir-butir aturan serta sanksi yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya hukuman tutupan sunyi bagi pelaku pelanggaran aturan kedisiplinan di Lapas Kelas 1 Makassar.
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Penegakan disiplin bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar
Berhasil tidaknya penegakan disiplin bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar sangat ditentukan beberapa faktor, antara lain:
1. Faktor pendukung 
Faktor pendukung penegakan disiplin bagi warga binaan di Lembaga Pema-syarakatan yaitu faktor dari kebijakan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Kesadaran warga binaan yang tinggi.
Faktor kebijakan yang tegas yang telah diatur dalam setiap pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara degan petugas LAPAS menyatakan bahwa beberapa tahun ter-akhir ini jumlah warga binaan yang melanggar aturan kedisiplinan sangat minim dan saat peneliti berkunjung pada kamar hunian tutupan sunyi bagi pelanggar aturan kedisiplinan, memang benar hanya terdapat 3 orang warga binaan yang melakukan pelanggaran kedisiplinan selebihnya hanya warga binaan yang mengalami gangguan jiwa yang memang harus ditempatkan dikamar hunian tutupan sunyi.
Faktor yang kedua adalah faktor dari Lembaga yang sangat tegas dalam menerapkan setiap aturan bagi para warga binaan dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan dengan para warga binaan sehingga warga binaan juga merasa aturan 
[image: KIRI @]194		Volume 9, Nomor 2, Juli 2023
itu sangat penting bagi mereka. 
Faktor yang terakhir adalah faktor dari kesadaran diri para warga binaan yang sangat sadar akan pentingnya kedisiplinan bagi hidup mereka sehingga kelak ketika mereka telah menyelesaikan masa tahanannya mereka akan hidup berdisiplin.
2. Faktor Penghambat
Faktor penghambat penegakan kedisip-linan ada 3 (tiga) yaitu faktor dari jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas yang semestinya terkhusus warga binaan dari blok Tipikor dengan kasus Narkoba yang memiliki jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas kamar hunian. Faktor kedua adalah faktor dari jumlah petugas pemasyarakatan yang berbanding terbalik dengan jumlah warga binaan yang memiliki jumlah yang banyak, karena minimnya personil petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan sehingga petugas pema-syarakatan merasa kesulitan dalam mengon-trol aktifitas warga binaan secara teliti. 
Sedangkan faktor ketiga adalah faktor minimnya kesadaran pengunjung warga binaan yang meskipun Lembaga pemasyara-katan telah ketat melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung, namun masih saja terdapat pengunjung yang acuh dan mengabaikan aturan yang ada dan malah terus mencari cara untuk membawa barang-barang yang dilarang diperadakan diling-kungan Lapas.
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa kamar hunian yang  penghuninya sangat melebihi kapasitas kamar sehingga para warga binaan harus tidur berdesak-desakan didalam kamar hunian yang sangat sempit, itu pula yang menjadi kendala petugas pemasyarakatan yang memiliki personil yang kurang sedangkan warga binaan sendiri melebihi kapasitas sehingga setiap blok kamar hunian yang seharusnya dijaga oleh beberapa petugas pemasyarakatan, namun karena kurangnnya personil sehingga dalam banyaknya blok hunian hanya terdapat dua petugas piket. Dalam hal faktor kurangnya kesadaran pengunjung terbukti pada saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga binaan yang memegang korek api gas, itu merupakan salah satu bukti bahwa masih saja ada pengungjung yang lalai dengan aturan lapas.
KESIMPULAN
1. Penegakan disiplin bagi warga binaan yang diterapkan di Lapas Kelas 1 Makassar telah diterapkan sesuai dengan setiap butir aturan Tata Tertib dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
2. Faktor pendukung dari penegakan kedisiplinan bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar. 1) kebijakan yang sudah sangat tegas, 2) Pelaksanaan Tata tertib ydengan tegas. 3) kesadaran warga binaan Lapas Kelas 1 Makassar tentang pentingnya kedisiplinan. Sedangkang faktor penghambat dari penegakan kedisiplinan bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Makassar, 1) over kapasitas, 2) kekurangan personil petugas LAPAS, 3) kurangnya kesadaran diri para pengunjung di Lapas Kelas 1 Makassar. 
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